
 

7 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Teori dan Konsep 

Pada landasan teori ini akan disebutkan beberapa macam teori yang bisa 

digunakan sebagai dasar untuk malakukan analisis dan pemecahan masalah. 

1. Teori Atribusi 

Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider yang menjelaskan bahwa 

perilaku seseorang akan ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal, yaitu 

faktor-faktor yang berasal dari diri seseorang, dan kekuatan eksternal, yaitu faktor-

faktor yang berasal dari luar diri seseorang (Positive, n.d.). Pada dasarnya, teori 

atribusiimenyatakannbahwaiketikaiorangimengamatiiperilaku orang lain, mereka 

mencobaiuntukimenentukaniapakahiperilakuiituudisebabkannsecara internal atau 

eksternal. Perilakuuyanggdipicuusecaraainternallladalahhperilakuuyang dianggap 

beradaadiiibawahhkendaliiindividu, sedangkan perilaku yang dipicu secara 

eksternallladalahhperilakuuyang dipengaruhi dari luarrrdan individuutersebut 

dipaksaaolehhsituasiiatauulingkungan. 
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Teori atribusi dianggap dapat mendukung penelitian ini dikarenakan dengan 

mengetahui alasan dibalik patuhnya Wajib Pajak, dalam hal ini patuh dan 

kooperatif dalam proses penyitaan bisa membantu pemerintah dalam menyusun 

kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Perilaku Wajib Pajak secara 

internal bisa dilihat dari sifat kooperatif Wajib Pajak dalam menjalani proses 

penyitaan. Sedangkan secara eksternal dapat dilihat dari paksaan jurusita pajak 

dalam menyita objek sita sehingga Wajib Pajak melakukannya dengan terpaksa. 

2. Teori Deontologi (Immanuel Kant) 

Etikasdeontologissatausdeontologisadalahsipandangansmetikasnormatifsyang 

menilai moralitasssuatustindakansberdasarkanskepatuhanspadasperaturan. Etika 

ini kadang-kadang disebut etikasberbasiss"kewajiban"sataus"obligasi" karena 

peraturansmemberikanskewajibanskepadasseseorang (wikipedia, 2021). Tingkat 

pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak juga    

mempengaruhi ketaatan Wajib Pajak. Richardson (2006) menyatakannbahwa 

pengetahuannpajakkpentinggdalamirangkaimeningkatkanitingkat kepatuhan pajak, 

WajibiPajakilebihibersediaiiuntukimemenuhiiiaturanndannketentuan yang berlaku 

apabila merekaamemahamiikonsepidasariperpajakan.  

Teori ini dapat digunakan pada penelitian ini untuk melihat apakah Wajib Pajak 

sudah paham dengan kewajiban perpajakannya dan sudah menjalankannya dengan 

baik. Dalam penyitaan tentunya ada kendala yang dihadapi oleh jurusita pajak 

dalam menyita objek sita, misalnya penyitaan terhadap Wajib Pajak kurang mampu 

dan tidak bisa melunasi utang pajaknya sehingga tidak ada objek yang bisa disita. 

Hal tersebut perlu diketahui bagaimana Wajib Pajak bisa mempunyai NPWP tetapi 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Etika_normatif&action=edit&redlink=1
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tidak bisa membayar pajak dan pada akhirnya dilakukan proses penagihan pajak 

sampai dengan penyitaan. Dan jika Wajib Pajak dianggap tidak mampu, maka tidak 

akan dilaksanakan penyitaan sehingga akan berpengaruh kepada pencairan piutang 

pajak dan penerimaan negara. Perlu adanya edukasi ke masyarakat agar mereka 

mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya sehingga meningkatkan kepatuhan 

mereka. 

3. Teori Kepatuhan 

TeorisikepatuhansidicetuskansiolehsiStanleysMilgram. Kepatuhan adalah 

teori yang mengikuti suatusspesifikasi,sstandar,sataushukumsyang telah diatur 

dengan jelassdansnbiasanyasnditerbitkansnolehsnlembagasnatausorganisasi yang 

berwenangsdalamssuatusbidangstertentu (Wikipedia, 2019). Menurut H.C Kelman 

dalam Anggraeni dan Kiswaran (2011) compliance diartikan sebagai suatu 

kepatuhaniiyangiididasarkaniipadaiiharapaniakanisuatuiimbalanidan usaha untuk 

menghindarkaniidiriiidariiihukumaniiyangimungkinidijatuhkan. Dalam penyitaan, 

kepatuhan Penanggung Pajak juga sangat diperlukan karena pasti ada hambatan-

hambatan yang dihadapisolehsjurusitaspajaksdalamsmelaksanakan penyitaan, 

misalnya Wajib Pajaksmemindahkanshak, memindahtangankan, menyewakan, 

meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau barang yang telah disita, 

danslain-lain.  

Teori ini dianggap bisa dijadikan pedoman dalam penelitian ini untuk 

mengetahui celah yang masih terbuka bagi Wajib Pajak dalam menghindari 

pelaksanaan penyitaan. Selain itu, teori ini juga bisa digunakan untuk menentukan 

apakah penyitaan bisa menyebabkan Wajib Pajak patuh dalam membayar pajak. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Spesifikasi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Standar
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga
https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi
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Penyitaan merupakan proses penagihan dimana barang milik Penanggung Pajak 

akan disita dan jika Penanggung Pajak masih tidak bisa melunasi utang pajaknya 

maka akan dilakukan lelang. Dengan adanya penyitaan, apakah hal tersebut bisa 

membuat Wajib Pajak patuh dan sadar akan kewajiban membayar pajak.  

4. Theory of Planned Behavior 

Menurut Hidayat (2010), bahwaspendekatansaspekspsikologi dilaksanakan 

mengingatsdalamssuatusnegara demokrasi, hubunganspembayarspajak dengan 

otoritasspajaksdilihatssebagaissuatu kontrak psikologi. Hal tersebuttmenuntut 

adanyaahubungannyanggsetaraaiantara pembayarrrpajak tergantung dan dari 

seberapaabesarrkeduaabelahhpihakksaling mempercayai, mematuhi dan memenuhi 

komitmenndalammkontrakktersebut. Teori ini bisa dijadikan dasar untuk penelitian 

ini dengan tujuan untuk melihat pendekatan apa yang digunakan jurusita pajak 

dalam menagih utang pajak dan apakah pendekatan jurusita pajak bisa 

memengaruhi Wajib Pajak agar menjadi lebih kooperatif sehingga bisa melunasi 

utang pajaknya.  

5. Penagihan Pajak 

Berdasarkan UU PPSP, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar 

Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan 

menegur atau rnemperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, 

memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, 

melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Dasar penagihan 

pajak diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa 
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kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan (UU KUP) yaitu Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan 

Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 

(SKPKBT), SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding dan Peninjauan 

Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.  

Jenis penagihan pajak dibedakan menjadi 3 yaitu penagihan aktif, pasif, serta 

penagihan seketika dan sekaligus. 

a. Penagihan Pasif adalah penagihan dimana otoritas pajak hanya menerbitkan 

dan menyampaikan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan. 

b. Penagihan aktif adalah penagihan dimana otoritas pajak telah melakukan 

penagihan pasif dan wajib pajak belum melunasi utang pajaknya 1 bulan sejak 

diterbitkannya surat ketetapan pajak. 

c. PenagihaniiSeketikaiidaniiSekaligusiiadalahiitindakanipenagihan pajak yang 

dilaksanakaniiolehiijurusitaiipajakikepadaipenanggungipajak tanpa menunggu 

tanggalijatuhitempoipembayaraniyang meliputi seluruh utang pajak dari semua 

jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak. 

6. Penyitaan 

Berdasarkan UU PPSP, penyitaan adalah tindakan jurusita Pajak untuk 

menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi 

utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Tujuan dari tindakan 

penyitaan adalah untuk menguasai barang milik penanggung pajak sampai 

penanggung pajak melunasi utang pajaknya. Penyitaan akan dilakukan apabila 

dalam waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan, Penanggung Pajak 
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belum melunasi utang pajaknya. Dalam penyitaan, barang milik penanggung pajak 

yang dilakukan penyitaan disebut dengan objek sita. Barang-barang yang bisa 

dijadikan objek sita adalah barang bergerak dan barang tidak bergerak. Penyitaan 

dilakukan dengan mendahulukan barang bergerak kecuali dalam keadaan tertentu 

dapat langsung dilaksanakan dengan barang tidak bergerak. Hal tersebut 

dikarenakan barang bergerak akan lebih mudah dijual dan dicairkan.  

Pasal 15 ayat (1) UU PPSP mengatur mengenai barang bergerak milik 

Penanggung Pajak yang dikecualikan dari penyitaan yaitu: 

1. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh 

Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;  

2. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta 

peralatan memasak yang berada di rumah, termasuk obat-obatan yang 

dipergunakan Penanggung Pajak beserta keluarganya;  

3. Perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari 

negara;  

4. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak, 

alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan;  

5. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan 

pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 

20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau jumlah lain yang ditetapkan Menteri 

Keuangan atau Kepala Daerah; atau  

6. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan 

keluarga yang menjadi tanggungannya. 
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PenyitaanidilaksanakaniolehijurusitaiPajakidenganidisaksikanioleh sekurang-

kurangnya 2 (dua) orangiyangitelahidewasa, pendudukiIndonesia, dikenalioleh 

jurusitaipajak 

 Setiapimelaksanakanipenyitaan, jurusitaipajak membuat Berita Acara 

PelaksanaaniSitaiyangiditandatanganiiolehijurusita pajak, Penanggung Pajak dan 

saksi-saksi. IsiiBeritaiAcaraiPelaksanaaniSita meliputi:  

a. Tanggal pelaksanaan penyitaan;  

b. Nomor dan tanggal Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; 

c. Alamat domisili kantor Pejabat; 

d. Nomor dan Tanggal Surat Paksa;  

e. Identitas jurusita pajak;  

f. Identitas saksi-saksi;  

g. Identitas Penanggung Pajak;  

h. Data tunggakan pajak; 

i. Jenis, nama, letak dan taksiran harga objek sita; 

j. Penjelasan jika penyitaan tidak dapat dilaksanakan;  

k. Penjelasan bahwa masih terdapat kesempatan pelunasan dalam jangka waktu 

14 (empat belas) hari dan jika dalam jangka waktu tersebut tidak ada pelunasan, 

maka akan dilakukan penjualan objek sita baik melalui lelang maupun 

penjualan langsung;  

l. Penunjukan dan persetujuan penyimpan objek sita;  

m. Tanda tangan Wajib Pajak/Penanggung Pajak, jurusita pajak dan saksi-saksi; 

n. Rincian biaya penagihan pajak. 
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Apabila bendassitasberadasdisluarswilayahskerjaspejabatsyang mengeluarkan 

SuratsPaksa, pejabat tersebutsdapat meminta bantuanskepadaspejabat yang 

wilayahskerjanyasmeliputistempatsbendassitasberadasuntuk mengeluarkan SPMP, 

kecuali ditentukanslainsdengansKeputusansMenterisatausKeputusan Kepala 

Daerah. 

Penyitaansbarang-barang yangsberadaspada Penangggung Pajak akan 

berlangsung sampai barang-barang yang disita dinilai cukup untuksmembayar 

biaya-biayasyangsharussdibayarsdan utang pajak. Dalam menilai nilai barang yang 

disita, jumlahsdansjenissbarangsdagangansharussdilihatsberdasarkansharga yang 

wajarssehinggasijurusisitasitidaksdapatsmelakukanspenyitaan yang berlebihan. 

Kadang-kadang, juru sita biaya mungkin meminta bantuan penilai.  

7. Tunggakan Pajak 

Tunggakannpajakkadalah jumlahhpiutanggpajakkyanggbelummdilunasi sejak 

diterbitkannya Surat KetetapannPajak, dannjumlahhpiutanggpajakkyanggbelum 

dibayarrsebelumnyaadalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang 

Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan 

Pembetulan dan Putusan Banding (Siti Resmi, 2013). Tunggakannpajakktimbul 

ketikaaafiskusssmenerbitkannSuratttKetetapannnPajak. Berdasarkanisistem self 

assessmentiiyangiidianutiiolehiiIndonesia, jikaasuatuuperistiwa, keadaan, atau 

perbuataniyangimenyebabkaniterjadinyaitunggakanipajakisepertiitidak membayar 

pajak, makaisaatiituiijugaiiwajibiipajakiimemilikiiitunggakan pajak, tanpa harus 

menungguifiskusimenerbitkaniSuratiKetetapaniPajak. 
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Tunggakan pajak yang tidak dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam, maka akan 

dilakukan tindakannpenyitaan dengannmenerbitkannSurattPerintahhMelaksanakan 

Penyitaans(SPMP). Selanjutnya, setelahsdilakukan prosesspenyitaansatas barang 

milikspenanggungspajak, apabila sampaistenggatswaktus14 hari setelah penyitaan 

utang pajak belum lunas, maka jurusitasPajaksberwenangsmelakukan lelang 

barangstersebutsmelaluiskantorslelang. 

Tunggakan pajak ini disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu:  

1. Karena pemeriksaan.  

Pemeriksaan ini meliputi:  

a. SuratiKetetapaniPajak (SKP). SKPiiniiditerbitkaniterbatasipada Wajib 

Pajakiitertentuiiyangiidisebabkaniiolehiiketidakbenaran dalam pengisian 

SuratiPemberitahuan (SPT) atauikarenaiditemukannyaidata fisik yang 

tidakidilaporkaniolehiWajibiPajak.  

b. Surat Tagihan Pajak (STP). STP adalahssuratsuntuksmemungutspajak dan 

atau sanksisiadministrasisiberupasibungasidansatausdendasbagi Wajib 

Pajak.  

2. KarenasWajibsPajakstidaksmampusmembayar kewajibannya. Dalam hal ini 

tunggakan timbul karenasyangsbersangkutansatausWajibsPajakstidaksdapat 

memenuhiskewajibansperpajakannya. Apabilaiibidangiipenagihaniimendapati 

adanyaiitunggakaniiyangiidisebabkaniiseperti di atas, makaiiakaniidilakukan 

tindakanipenagihaniaktifisebagaiisaranaiuntukimenagihipajakikepada Wajib 

Pajak. 

8. Pencairan Tunggakan Pajak 
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PengertianspencairanstunggakanspajaksmenurutsWaluyosdansIlyas Wirawan 

(2003) adalah jumlah pembayaran atas tunggakan pajak yang dapat terjadi karena:  

a. Pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak untuk pelunasan 

piutang pajak yang terdaftar dalam STP/ SKPKB/SKPKBT/ SK Pembetulan/ 

SK Keberatan/Putusan Banding yang mengakibatkan bertambahnya jumlah 

piutang pajak.  

b. Pemindahbukuan. Sebenarnya wajib pajak sudah membayar utang pajaknya, 

tapi salah nomor rekening sehingga dianggap belum melunasi utangnya. Oleh 

karena itu, dilakukan pemindahbukuan.  

c. Pengajuan permohonan pembetulan yang dikabulkan atas Surat Teguran/ Surat 

Peringatan/ Surat lain yang sejenis, Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus, 

Surat Paksa, SPMP, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang dan 

Surat Penentuan harga Limit yang dalam perhitungannya terdapat kesalahan 

atau kekeliruan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak.  

d. Pengajuan Keberatan/ Banding yang dikabulkan atas SKPKB/SKPKBT yang 

mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak.  

e. Penghapusan Piutang. Dilakukan karena piutang pajak sudah tidak mungkin 

lagi ditagih penyebabnya antara lain karena wajib pajak dan atau penanggung 

pajak sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan, wajib pajak 

dan atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan hak 

untuk melakukan penagihan pajak sudah daluarsa.  

f. Wajib Pajak pindah yang artinya wajib pajak pindah alamat dan tidak dapat 

ditemukan lagi. 
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Mekanismeiipencairaniitunggakanipajakimenurutiundang-undangiperpajakan 

yaituiiiipembayaraniiiiSuratiiiSetoraniiiPajak (SSP), pemindahbukuan, dan 

pengurangan/penghapusaniutangipajak. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

1. Mutiara Sri Lestari (2020) 

Judul penelitian yang diangkat oleh Mutiara adalah Tinjauan Tata Cara 

Penyitaan Terhadap Wajib Pajak Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Bogor. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2020 di KPP Pratama Bogor. Hasil 

dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan penyitaan terhadap Wajib 

Pajak di KPP Pratama Bogor pada tahun 2020 sudah berjalan lancar dan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kendala yang 

dialami oleh jurusita pajak dalam melaksanakan penyitaan adalah ketika ditemui 

aset Wajib Pajak yang berada di luar wilayah KPP Pratama Bogor, maka upaya 

yang dilakukan oleh jurusita pajak adalah dengan melakukan koordinasi dengan 

jurusita pajak di wilayah dimana aset tersebut berada. Peneliti juga menyimpulkan 

bahwa dengan dilakukannya penyitaan, maka dapat meningkatkan pendapatan 

negara sehingga bisa mendukung pembangunan secara merata.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Sri Lestari, hanya disebutkan 

satu kendala yang dialami oleh jurusita pajak yaitu pelaksanaan penyitaan terhadap 

Wajib Pajak yang memiliki aset di luar wilayah kerja KPP Pratama Bogor. Oleh 

karena itu, pada penelitian selanjutnya peneliti akan lebih menggali tentang 

hambatan-hambatan yang dialami jurusita pajak dalam melaksanakan penyitaan.  

2. Tjokorda Gde Anggadhika Widya Pramana Putra (2021) 
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Tjokorda dalam penelitiannya yang berjudul “PengaruhsPenagihansPajak dan 

KepemilikansNomorsPokoksWajibsPajaksTerhadapsKesadaransWajib Pajak dan 

PenerimaansPajaksdisKantorsPelayanansPajaksPratamasGianyar” menyimpulkan 

bahwaspenagihansipajaksnsecarasnlangsungsnberpengaruhspositifsdanisignifikan 

dalamimeningkatkanipenerimaanipajak. KewajibanikepemilikaniNPWP secara 

langsungiberpengaruhipositifidanisignifikan dalam kesadaran wajib pajak sehingga 

penerimaanipajakisecarailangsungiakanidipengaruhiisecaraipositifiidan signifikan 

olehikesadaraniwajibipajak. Dengan adanya penelitian yang dilakukan Tjokora ini, 

maka peneliti bisa menjadikan penelitian tersebut sebagai dasar untuk menjawab 

salah satu rumusan masalah peneliti.    

3. Anggraini Mifta Ilma (2020) 

Judul yang diangkat pada penelitian ini adalahsEfektivitassPenagihansPajak 

DengansSuratsTagihansPajak, SuratsTeguran, Surat Paksa, SuratsPerintah 

MelaksanakansPenyitaans(SPMP)sTerhadapsPenerimaansPajak Pada Kantor 

PelayanansPajaksPratamasMedansPolonia. Penelitian tersebut menggunakan 4 

variabel yaitu Surat Tagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, dan SPMP untuk 

mengetahui pengaruhnya terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan 

Polonia. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penagihanipajak 

denganiSuratiTagihaniPajakitergolongiefektif, sedangkanipenagihanipajakidengan 

SuratiTeguran, SuratiPaksa, dan SuratiPerintahiMelaksanakaniPenyitaan (SPMP) 

tergolongitidakiefektif.  
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